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	Nomor      :    900/            /DPPKD/2015


Lampiran  :
1 Bundel

Sifat          :
Segera.

Perihal      :
Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 
                     Per 31 Desember 2015.
	                     Gerung   Desember 2015
                      Kepada

Yth.
Kepala Dinas/Badan/Instansi/SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

di -


      Tempat


SURAT EDARAN
Salah satu tolak ukur untuk menentukan kwalitas dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat adalah Penyajian Laporan Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Dalam penyajian laporan keuangan harus mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian terakhir disempurnakan melalui Permendagri No. 21 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor SE/900/316/BAKD tanggal 5 April 2007 tentang Sistem dan Prosedur penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Sebagai upaya untuk memberikan acuan standar teknis akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang efisien, efektif, ekonomis, transparan, akuntabel dan auditabel, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) harus  memperhatikan hal-hal  sebagai berikut :
A. Penyusunan LRA, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)  dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD per 31 Desember 2015;

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Kabupaten Lombok Barat per 31 Desember Tahun 2015 yang transparan dan akuntabel diminta kepada seluruh Kepala SKPD diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari LRA, Neraca, LO, LPE dan CaLK per 31 Desember 2015, sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Adapun langkah-langkah teknis yang harus dilakukan  sebagai berikut :
1. Semua SKPD menyajikan neraca per 31 Desember 2014 yang merupakan neraca audited setelah restatement dan melakukan koordinasi dengan Bidang Akuntansi dan Pelaporan DPPKD.
2. Petugas Penatausahaan keuangan setiap SKPD (PPK SKPD) agar berkoordinasi dengan pengurus/penyimpan barang di tingkat SKPD dalam menyelaraskan data aset SKPD serta membandingkannya dengan kondisi aset sesungguhnya sehingga data aset SKPD sesuai dengan data Neraca SKPD per 31 Desember 2015. Jika terdapat perbedaan, maka PPK - SKPD beserta Pengurus/penyimpan barang SKPD melakukan koordinasi dengan Kantor Aset Daerah sehingga diperoleh data dan angka yang dapat diandalkan. Disamping itu Petugas Penatausahaan bekerjaama dengan pengurus barang melakukan stock opname atas persediaan barang yang ada  di SKPD per 31 Desember 2015 sebagai salah satu lampiran dalam Laporan Keuangan.
3. Melakukan opname kas dan dituangkan dalam berita acara opname kas sebagai salah satu lampiran dalam Laporan Keuangan.
4. Melakukan inventarisir atas hutang yang ada di SKPD masing-masing baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang seperti hutang listrik, hutang air, hutang telepon, hutang PFK, hutang belanja pegawai dan hutang sertifikasi guru.
5. Melakukan inventarisir atas piutang yang ada di SKPD masing-masing baik piutang jangka pendek maupun piutang jangka panjang seperti piutang dana bergulir.
B. Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Keuangan Daerah
Perlakuan akuntansi atas transaksi keuangan meliputi penerimaan dan pengeluaran daerah. Penerimaan daerah menyangkut penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan, sedangkan pengeluaran daerah meliputi belanja dan pengeluaran pembiayaan. Berikut ini langkah-langkah teknis yang harus dilakukan berkenaan dengan :
I. Penerimaan Daerah

1. Pastikan bahwa semua transaksi penerimaan daerah (pendapatan maupun penerimaan pembiayaan) telah tercatat secara lengkap, akurat dan valid.  Jika terdapat transaksi penerimaan daerah yang belum tercatat atau telah tercatat tetapi masih meragukan, maka bidang akuntansi melakukan koordinasi dengan bidang pengelolaan keuangan selaku pelaksana fungsi perbendaharaan pada PPKD/SKPKD. Di tingkat SKPD, PPK-SKPD berkoordinasi dengan bendahara penerimaan/pengeluaran, untuk memastikan transaksi penerimaan daerah tercatat secara lengkap, akurat dan valid.
2. Terhadap SKPD yang memiliki piutang, harus dilakukan identifikasi apakah penerimaan daerah tersebut merupakan pembayaran piutang atau merupakan penerimaan pada tahun yang bersangkutan.
3. Bidang Akuntansi dan Pelaporan DPPKD melakukan validasi bukti transaksi penerimaan daerah yang diterima. 
4. Jika langkah 1 dan 2 telah dilaksanakan, lanjutkan dengan proses posting bukti transaksi penerimaan daerah tersebut ke buku besar/buku besar pembantu.

5. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan DPPKD melakukan pengecekan mutasi debet dan kredit antara bukti dokumen fisik dengan laporan R/C Bank terkait.  Untuk efektifnya, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan DPPKD agar bekerja sama dengan Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan DPPKD selaku pelaksana Fungsi Perbendaharaan di tingkat SKPKD/PPKD dan Pemerintah Daerah dalam melakukan rekonsiliasi penerimaan daerah.
II. Pengeluaran Daerah
1. Pastikan bahwa semua pengeluaran SKPD (SP2D Belanja maupun pembiayaan) telah tercatat. Jika terdapat beberapa transaksi pengeluaran SKPD yang belum tercatat, maka koordinasi dilaksanakan oleh PPK-SKPD kepada Bidang Akuntansi dan Pelaporan DPPKD dengan bekerja sama dengan petugas bendahara pengeluaran. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan DPPKD mencari dan memverifikasi transaksi pengeluaran yang belum tercatat tersebut.

2. PPK-SKPD dan fungsi akuntansi SKPD, melakukan validasi bukti transaksi pengeluaran SKPD tersebut dengan membandingkan bukti dokumen fisik yang telah tercatat. 
3. Jika langkah 1 dan 2 telah dilaksanakan, lanjutkan dengan proses posting bukti transaksi pengeluaran SKPD pada buku besar/ buku besar pembantu. 
4. PPK-SKPD bekerja sama dengan bendahara pengeluaran melakukan rekonsiliasi bank per rekening (R/C bank) atas pengeluaran SKPD (SP2D terbit) dengan buku besar/buku besar pembantu yang dicetak oleh fungsi akuntansi SKPD. Dalam hal ini, fungsi akuntansi SKPD berkoordinasi dengan bendahara pengeluaran di SKPD. Di tingkat SKPKD, langkah ini dilaksanakan oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan bekerja sama dengan fungsi perbendaharaan (Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah DPPKD).

5. Fungsi Akuntansi SKPD melakukan rekonsiliasi/pencocokan realisasi belanja, dan realisasi penyetoran PFK menurut buku besar/buku besar pembantu dengan Buku Pembantu Kas Bendahara Pengeluaran, bekerja sama dengan bendahara pengeluaran. Ditingkat SKPKD, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan DPPKD melakukan rekonsiliasi/pencocokan realisasi belanja, pengeluaran pembiayaan dan realisasi penyetoran PFK menurut buku besar/buku besar pembantu dengan Buku Pembantu Kasda dan Laporan Pengawasan Anggaran yang dicetak oleh fungsi perbendaharaan.
C. Penyusunan Laporan Keuangan 
I. Rekonsiliasi Kas/Bank 

Rekonsiliasi kas/bank berfungsi sebagai dasar penyusunan Laporan Arus Kas bagi Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah DPPKD selaku pelaksana fungsi perbendaharaan di SKPKD/PPKD. Apabila catatan pembukuan menurut Buku Kas Umum belum cocok dengan menurut R/C Bank rekening kasda (Bank NTB), maka harus dilakukan penelusuran sehingga diperoleh saldo kas yang benar.  Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Petugas rekonsiliasi di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah DPPKD melakukan verifikasi data dengan memeriksa bukti fisik SP2D, bukti transfer antar rekening, STS/bukti penerimaan lainnya yang dicetak untuk menguji kebenaran angka, pembebanan belanja, dan sebagainya yang disajikan dalam R/C bank;

2. Petugas Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah DPPKD mencatat realisasi pencairan SP2D, dan bukti transfer antar rekening  tersebut sesuai dengan R/C Bank.

3. Petugas Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah DPPKD kemudian mencocokkan R/C bank tersebut dengan buku pembantu kas daerah,.  

4. Jika terjadi perbedaan saldo kas, maka Petugas Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah DPPKD bekerjasama dengan Petugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan DPPKD membuat kertas kerja rekonsiliasi bank.
II. Rekonsiliasi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan

Rekonsiliasi realisasi pendapatan LRA, belanja, pembiayaan dan transaksi non anggaran memegang peranan penting sebagai bahan dalam penyusunan LRA. Hal-hal yang harus dilakukan berkaitan dengan hal ini:

1. Setiap akhir bulan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah DPPKD melakukan pengecekan penerimaan dan pengeluaran daerah dengan R/C Bank, kemudian dicocokan dengan Laporan SPJ-Bendahara Penerimaan dan Laporan SPJ-Bendahara Pengeluaran SKPD.  

2. Bidang Akuntansi melakukan rekonsiliasi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan berdasarkan buku besar dengan data menurut Petugas Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah DPPKD (rekonsiliasi data menurut fungsi akuntansi dengan menurut fungsi perbendaharaan).   

3. Kemudian melakukan rekonsiliasi LRA dengan PPK-SKPD/petugas akuntansi SKPD terkait. Hasil rekonsiliasi LRA dengan SKPD dibuatkan Berita Acara dan Kertas Kerja Rekonsiliasi sebagaimana terlampir.

4. Tujuan Rekonsiliasi Kas/Bank dan LRA diatas dilakukan untuk menghasilkan Laporan Arus Kas dan LRA Konsolidasian yang valid.
III. Rekonsiliasi Pos Neraca

Kegiatan ini dilakukan setelah kegiatan rekonsiliasi kas dan LRA selesai, atau dapat dilakukan bersamaan di akhir tahun anggaran.  Tujuannya untuk memvalidasi saldo  pos-pos neraca yang akan disajikan pada laporan keuangan per 31 Desember.  Langkah teknis yang harus dilakukan:

1. Setiap saldo pos neraca didukung dengan buku besar/buku besar pembantu serta jurnal berdasarkan hasil output proses/sisklus akuntansi;

2. Petugas PPK-SKPD memvalidasi saldo buku besar dengan bukti fisik transaksi dengan memanfaatkan media buku  jurnal.

3. Pada akhir tahun anggaran PPK-SKPD (selaku pelaksana fungsi akuntansi di tingkat SKPD) melakukan jurnal penyesuaian yang berkaitan dengan neraca seperti persediaan, piutang daerah, utang daerah, pendapatan diterima dimuka, beban dibayar dimuka, aset tetap yang berbeda menurut laporan fisik dengan buku besar di pembukuan, penyusutan aset tetap dan sebagainya.
4. Petugas barang bekerjasama dengan petugas akuntansi di masing-masing SKPD melakukan perhitungan penyusutan baik secara komputer atau secara manual dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Penyusutan Barang Milik Daerah. Hasil perhitungan penyusutan tersebut divalidasi oleh Kantor Aset Daerah.
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan DPPKD menyiapkan contoh struktur CaLK – SKPD sebagai pedoman struktur penyajian tetapi tidak membatasi substansi pelaporan sesuai kondisi SKPD masing-masing.  Draft contoh CaLK-SKPD terlampir.

6. Kemudian Petugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan DPPKD dan PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi neraca menurut SKPD, jika telah cocok maka proses finalisasi laporan keuangan tahunan dapat dilaksanakan oleh SKPD maupun SKPKD.  Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara (BA) dan Kertas Kerja Rekonsiliasi yang terlampir bersama Surat Edaran ini.
IV. Rekonsiliasi Pos Pendapatan dan Beban
Kegiatan ini dilakukan setelah kegiatan rekonsiliasi neraca selesai, atau dapat dilakukan bersamaan di akhir tahun anggaran. Hal-hal yang harus dilakukan berkaitan dengan hal ini :

1. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan  surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
3. PPK-SKPD/petugas akuntansi SKPD melakukan rekonsiliasi Laporan Operasional dengan Bidang Akuntansi dan Pelaporan DPPKD. Hasil rekonsiliasi (LO) dengan SKPD dibuatkan Berita Acara dan Kertas Kerja Rekonsiliasi sebagaimana terlampir.

V. Rekonsiliasi Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. 

Hal-hal yang harus dilakukan berkaitan dengan hal ini :
1. Akhir tahun Bidang Akuntansi dan Pelaporan DPPKD melakukan rekonsiliasi Laporan Perubahan Ekuitas dengan PPK SKPD yang berisi data :
a. Ekuitas awal

b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh  perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

· koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;

· perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

d. Ekuitas akhir.

2. Kemudian hasil rekonsiliasi dibuatkan Berita Acara dan Kertas Kerja Rekonsiliasi sebagaimana terlampir.
VI. Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan
Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat maupun laporan keuangan SKPD, diperlukan beberapa persyaratan yaitu :

1. Langkah I, II, III, IV dan IV telah dilaksanakan oleh fungsi-fungsi terkait.
2. Penyelarasan data transaksi keuangan dari SKPD ke SKPKD/Bidang Akuntansi dan Pelaporan DPPKD dan sebaliknya telah dilakukan, sehingga adanya kesamaan data menurut SKPD dan SKPKD.
3. Penyusunan CaLK-SKPD beserta lampirannya telah dilaksanakan oleh PPK-SKPD.  Kemudian SKPD menyampaikan laporan keuangan final per 31 Desember 2015 kepada Bidang Akuntansi dan pelaporan DPPKAD paling lambat tanggal 15 Januari 2016 (softcopy dan hardcopy).
4. Petugas Bidang Akuntansi dan pelaporan DPPKD menyusun CaLK beserta lampirannya  dengan memanfaatkan data-data dari seluruh SKPD.

5. Petugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan DPPKD menyusun draft final Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Lombok Barat untuk direview.  Berdasarkan hasil review Inspektorat, Petugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan DPPKD melakukan perbaikan-perbaikan sesuai yang disarankan.

6. Proses finalisasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat dicetak dan disampaikan kepada pihak yang berwenang.
VII. Penyetoran Sisa Kas dan atau Pajak/PFK

Untuk memudahkan dalam penyusunan laporan arus kas Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tahun 2015, dihimbau agar:

1. Bendahara Penerimaan SKPD menyetorkan semua penerimaan pendapatan paling lambat tanggal 31 Desember 2015. Artinya saldo kas di Bendahara Penerimaan SKPD per 31 Desember 2015 menjadi nihil.
2. Bendahara Pengeluaran SKPD harus menyetorkan Pajak dan atau PFK yang dipungutnya paling lambat tanggal 31 Desember 2015.  Artinya saldo  utang Pajak/PFK di Neraca SKPD menjadi nihil.
3. Semua jasa giro atas rekening di Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran SKPD agar ditransfer ke rekening Kas Daerah paling lambat tanggal 31 Desember 2015.
4. Sisa UYHD (UUDP) di bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan harus disetor ke kas daerah paling lambat tanggal 31 Desember 2015.
VIII. Konsultasi 

Bagi pelaksana fungsi akuntansi SKPD yang belum memahami langkah-langkah yang diuraikan dalam Surat Edaran ini, agar berkonsultasi kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten  Lombok  Barat  cq. Bidang Akuntansi dan pelaporan DPPKD selaku pelaksana fungsi akuntansi dan pelaporan di tingkat PPKD/SKPKD dan Pemerintah Daerah.
Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

	Plt. BUPATI LOMBOK BARAT

H.  FAUZAN KHALID, S.Ag, M.Si 
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